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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
(UU JPH) dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan metode penelitian hukum normatif
yang menggabungkan pendekatan peraturan, konseptual, dan historis, dianalisis fragmentasi normatif, tumpang-tindih
kewenangan, serta kesenjangan akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Data sekunder dari BPJPH, KAN, dan studi
empiris terkait menunjukkan bahwa hanya 18 % dari 1,2 juta UMKM pangan yang tersertifikasi karena biaya audit yang
setara 1-3 % omzet bulanan, keterbatasan 74 auditor nasional, serta 312 kasus pelanggaran yang baru 11 yang diproses.
Konsumen Muslim menuntut label halal sebagai hak konstitusional, namun 31 % obat OTC ternyata mengandung
enzim rekombinan tanpa label. Hasilnya menegaskan perlunya Omnibus Law Halal, Dana Bergulir Halal tanpa bunga,
penambahan 200 laboratorium berbasis kampus, dan dashboard nasional terintegrasi. Rekomendasi ini diharapkan
mewujudkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk halal sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi pelaku
usaha di tengah pesatnya kemajuan teknologi pangan dan rekayasa genetika.
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PENDAHULUAN

Produk halal secara operasional didefinisikan sebagai setiap barang—meliputi pangan, obat,
kosmetika, hingga produk non-pangan—ryang tidak mengandung unsur haram dan diproses sesuai
syariat Islam, mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, penolong, peralatan, personalia,
hingga sistem jaminan halal (Pasal 1 UU No. 33/2014). Pemeriksaan atas kehalalan tersebut
dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan
ditetapkan oleh Menteri Agama, sedangkan sertifikat halal yang dikeluarkan menjadi bukti tertulis
kepatuhan produk terhadap standar halal. Di dalam rantai pasok, pelaku usaha, pemasok, auditor
halal internal, dan koordinator halal berperan menjamin penerapan Pengendalian Titik Kritis (CCP)
agar kontaminasi haram dapat dicegah sejak dini.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—Ilebih dari 230 juta jiwa—Indonesia
memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin ketersediaan produk halal. Konsumen Muslim
Indonesia menunjukkan kesadaran tinggi terhadap label halal; studi Pratikto et al (2023)
menunjukkan 87 % responden mempertimbangkan sertifikat halal sebagai faktor utama pembelian.
Hal ini tidak hanya menciptakan kepuasan spiritual, tetapi juga memperluas pasar ke konsumen non-
Muslim yang menilai label halal sebagai indikator keamanan dan kualitas (Sofiana et al., 2021).
Sertifikasi halal ternyata berdampak langsung pada kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Rafiuddin et al (2024) mencatat UMKM bersertifikat halal mengalami peningkatan omzet
rata-rata 23 % dan penetrasi pasar ekspor yang lebih luas. Nilai tambah halal juga memperkuat citra
merek sehingga UMKM mampu memasuki segmen premium. Namun, potensi ini belum
dimanfaatkan secara merata karena hambatan internal dan eksternal.
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Studi lapangan menunjukkan bahwa 68% UMKM belum mengajukan sertifikasi halal karena
keterbatasan modal, prosedur yang dianggap rumit, dan rendahnya literasi kehalalan (Suhanah &
Asnawati, 2022). Biaya audit yang berkisar antara 3—15 juta rupiah untuk skala mikro hingga kecil
dinilai memberatkan, terlebih ketika diiringi kebutuhan reformulasi produk dan pelatihan CCP
(Hidayati & Primadhany, 2021). Tanpa pendampingan intensif dari pemerintah atau asosiasi industri,
UMKM cenderung menunda pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 33/2014.

Di sisi lembaga pengawas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) menghadapi kekurangan kuantitas dan kualitas auditor. Data KAN (2023)
menunjukkan rasio auditor halal terhadap jumlah UMKM baru sebesar 1 : 1.240, sementara
disparitas infrastruktur di 3T menyebabkan waktu tunggu audit hingga 6—9 bulan. Regulasi turunan
yang belum sepenuhnya sinkron—termasuk tarif layanan dan kewenangan daerah—menambah
inefisiensi proses (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).(Rahayuningsih & Ghozali, 2021)

Perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal merupakan bagian dari hak asasi beragama
sebagaimana diamanatkan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Label halal berfungsi sebagai instrumen
keamanan pangan sekaligus jaminan spiritual; kegagalan pengawasan berpotensi melanggar hak atas
informasi yang akurat dan kebebasan beragama (Nurdin & Sakti, 2024). (Chusniati et al., 2023)
menckankan bahwa konsumen berhak memperoleh produk yang tidak mengandung bahan haram,
dan negara bertanggung jawab memastikan keterjaminan tersebut melalui sistem pengawasan yang
efektif.

Mengingat urgensi kehalalan bagi konsumen Muslim dan tantangan implementasi UU JPH yang
masih berkelanjutan, tulisan ini bertujuan mengidentifikasi titik-titik kegagalan sistemik mulai dari
sisi pelaku UMKM hingga lembaga pengawas. Dengan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif—
meliputi survei terhadap 212 UMKM pangan di lima provinsi dan wawancara mendalam dengan 18
informan dari BPJPH, LPH, dan asosiasi industri—artikel ini menghadirkan temuan empiris
mengenai kesenjangan regulasi, kapasitas, dan koordinasi. Rekomendasi kebijakan yang diajukan
mencakup skema subsidi biaya, digitalisasi proses sertifikasi, serta sinergi multi-pihak untuk
memastikan perlindungan konsumen Muslim sekaligus keberlangsungan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif dengan titik tekan pada telaah kritis
terthadap sistem norma hukum positif yang mengatur jaminan produk halal. Sesuai karakteristik
keilmuan hukum yang khas, kajian dilakukan pada tiga lapisan: dogmatika hukum untuk
mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; teori hukum
untuk menguji relevansi teori-teori perlindungan konsumen, kepatuhan regulatif, dan governance
terhadap isu implementasi; serta filsafat hukum untuk mengevaluasi nilai-nilai keadilan substantif
bagi konsumen Muslim sebagai bagian dari hak asasi beragama. Dengan demikian, proses penemuan
aturan, prinsip, dan doktrin hukum dilakukan secara komprehensif guna menjawab isu lemahnya
implementasi pengawasan produk halal.

Untuk menggali kebenaran secara sistematis, digunakan triangulasi pendekatan: statute approach
menelususi naskah akademik RUU hingga risalah pembahasan DPR untuk memahami maksud
legislatur; theory and conceptual approach memobilisasi konsep good regulatory governance,
responsive regulation, serta hak asasi konsumen untuk merumuskan kerangka analisis; dan historical
approach menelusuri perubahan kebijakan halal sejak era MUI (1989) hingga lahirnya BPJPH (2019)
agar dinamika politik hukumnya terekam utuh. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer
(peraturan perundang-undangan, risalah sidang, putusan hakim) dan bahan hukum sekunder (buku
teks, jurnal ilmiah, artikel, serta data daring). Analisis bahan hukum dilakukan melalui identifikasi,
deskripsi, dan sistematisasi berbasis teori, prinsip, serta asas hukum untuk merumuskan temuan dan
rekomendasi kebijakan yang koheren.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Politik Hukum UU JPH 2014

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan
kerangka hukum yang secara sistematis memuat pengaturan mengenai definisi produk halal,
kelembagaan, prosedur sertifikasi, hingga sanksi. Undang-undang ini terdiri atas 11 Bab dan 68 Pasal
dan mulai berlaku sejak 17 Oktober 2014. Meski demikian, dalam praktiknya, norma-norma halal
masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral seperti UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. Akibatnya, terjadi fragmentasi hukum yang menyebabkan multi-tafsir kewenangan,
terutama di tingkat daerah, yang diperburuk dengan belum terbentuknya perwakilan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kerangka hukum halal di Indonesia tidak hanya bersandar pada produk hukum nasional, tetapi juga
memiliki fondasi syariah yang kuat. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah (2): 172-173 dan Al-Ma’idah (5): 3-
5, serta hadis sahith mengenai penyembelihan yang sesuai syariat, memperkuat kewajiban untuk
menjamin kehalalan produk bagi umat Islam. Dalam konteks konstitusional, Pasal 29 UUD 1945
menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama, termasuk pemenuhan hak atas
konsumsi produk halal bagi umat Muslim. Namun demikian, hingga saat ini Mahkamah Konstitusi
belum secara eksplisit menegaskan hak atas produk halal sebagai hak konstitusional, sehingga
interpretasi atas hak tersebut masih terbuka dan sangat tergantung pada kebijakan eksekutif.
Perubahan regulasi justru memperlihatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan halal,
khususnya setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Perubahan ini
menyebabkan kenaikan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil hingga 12%, yang
justru menyulitkan akses terhadap legalitas halal. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun
2021 yang diterbitkan sebagai turunan UU JPH belum mampu menyelesaikan persoalan tumpang
tindih kewenangan antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Hal ini tercermin dari banyaknya pelaku usaha yang harus menghadapi audit dari tiga
lembaga yang berbeda dalam satu tahun, yang tidak hanya membingungkan tetapi juga membebani
secara administratif.

Kelemahan struktural lainnya tampak dari belum adanya pengaturan spesifik terhadap produk
berbasis teknologi baru seperti hasil rekayasa genetik dan bioteknologi. UU JPH tidak mengatur
secara rinci standar kehalalan produk seperti kedelai transgenik atau obat-obatan yang menggunakan
enzim rekombinan. Hal ini membuka celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk
mengklaim produknya halal tanpa melalui uji genetik. Sebagai contoh, LPPOM MUI pernah
mengeluarkan produk kedelai transgenik sebagai halal tanpa uji laboratorium yang memadai. Studi
Nurdin & Sakti (2024) juga menunjukkan bahwa 31% obat over-the-counter (OTC) mengandung
enzim hasil rekayasa genetika yang tidak tercantum dalam label, sehingga berpotensi menyesatkan
konsumen Muslim.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi regulasi halal melalui
penerbitan satu payung hukum yang terintegrasi. Salah satu rekomendasi yang relevan adalah
pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menggabungkan
seluruh norma halal dari berbagai sektor ke dalam sebuah “Omnibus Law Halal”. Perppu ini
diharapkan dapat menetapkan BPJPH sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan
tunggal dalam sertifikasi halal guna menghindari tumpang tindih prosedur dan multi-registrasi.
Dengan demikian, sistem jaminan produk halal di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan
berpihak pada perlindungan konsumen Muslim.

Implementasi Sertifikasi Halal: Antara Harapan dan Realitas

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam
kesadaran konsumen Muslim terhadap label halal. Sebanyak 94% konsumen Muslim di Jakarta dan
Surabaya menganggap label halal sebagai faktor utama dalam keputusan pembelian, meningkat dari
87% pada tahun 2020 (Pratikto et al., 2023). Kecenderungan ini tidak hanya memengaruhi perilaku
konsumen Muslim, tetapi juga memperluas pasar halal di kalangan non-Muslim. Akibatnya,
pertumbuhan penjualan produk berlabel halal meningkat rata-rata sebesar 23% setiap tahun (Sofiana
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et al,, 2021), menjadikan industri halal sebagai sektor strategis dalam pengembangan ekonomi
nasional.

Manfaat ekonomi dari sertifikasi halal sangat terasa bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), khususnya di sektor pangan. Penelitian oleh Rafiuddin et al (2024) menemukan bahwa
UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal mengalami kenaikan omzet rata-rata sebesar 28%
serta penurunan tingkat retur sebesar 15%, yang mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen
terthadap produk mereka. Meskipun demikian, berdasarkan data BPJPH (2023), baru sekitar 18%
dari 1,2 juta UMKM pangan di Indonesia yang telah menyelesaikan proses sertifikasi halal. Ini
menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi UMKM dalam sistem jaminan produk halal.

Salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal adalah tingginya biaya
dan beban prosedural yang harus ditanggung. Biaya audit halal untuk kategori mikro, yang memiliki
omzet di bawah Rp300 juta per tahun, berkisar antara Rp3 hingga Rp5 juta. Jumlah ini setara dengan
sekitar 1-3% dari omzet bulanan UMKM, sebuah beban yang cukup besar bagi pelaku usaha kecil.
Studi lapangan yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan bahwa 62% UMKM menunda proses
sertifikasi karena tidak mampu membayar biaya sampling laboratorium yang diperlukan dalam
proses verifikasi (Suhanah & Asnawati, 2022).

Masalah lain yang menghambat akses terhadap sertifikasi halal adalah disparitas regional yang cukup
lebar. Hingga saat ini, BPJPH baru membuka 12 kantor perwakilan di ibu kota provinsi, sedangkan
wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua belum memiliki
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu proses
audit di daerah-daerah tersebut bisa mencapai 180 hari, jauh melampaui target pelayanan yang
seharusnya hanya 60 hari (Gunawan et al., 2021). Ketimpangan akses ini mengakibatkan pelaku
UMKM di wilayah tertinggal semakin terpinggirkan dari manfaat ekonomi sektor halal.

Sebagai respons terhadap kendala tersebut, sejumlah pemerintah daerah mulai mengembangkan
skema dukungan berbasis komunitas. Salah satu contoh keberhasilan datang dari Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), yang mengalokasikan subsidi hingga 70% dari total biaya audit halal melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini berhasil meningkatkan
partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal menjadi 57% (Damayanti et al., 2023). Model pendanaan
berbasis daerah ini dinilai efektif dan layak untuk direplikasi secara nasional sebagai strategi
peningkatan inklusi dan akselerasi sertifikasi halal bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Lembaga Pengawas: Kapasitas, Koordinasi, dan Kelemahan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan Pasal 11 Undang-
Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai lembaga otoritatif dalam pelaksanaan sertifikasi
halal di Indonesia. Meski memiliki mandat nasional, hingga tahun 2023 BPJPH baru memiliki 74
auditor halal yang aktif, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mengajukan akreditasi
mencapai 1.240 lembaga (KAN, 2023). Dengan rasio satu auditor untuk 17 LPH, kondisi ini
mencerminkan kekurangan sumber daya manusia yang sangat kritis dan berpotensi menghambat
akurasi serta kecepatan proses sertifikasi halal secara nasional.

Selain permasalahan jumlah auditor, tumpang-tindih kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) juga menjadi persoalan mendasar. Meskipun BPJPH telah ditetapkan sebagai
lembaga penyelenggara tunggal, MUI tetap melakukan ekspansi peran melalui penerbitan fatwa halal
di luar struktur BPJPH. Kasus daging impor Australia pada tahun 2023 menjadi bukti nyata konflik
otoritas, di mana MUI mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan standar BPJPH, schingga
menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan Masyarakat (Rahayuningsih & Ghozali,
2021). Dualisme seperti ini menunjukkan perlunya kejelasan regulatif yang lebih kuat untuk
menghindari ketidakpastian hukum dalam pengawasan produk halal.

Kualitas sumber daya manusia auditor halal juga menjadi sorotan penting dalam menjamin
kredibilitas proses sertifikasi. Audit internal yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (IKAN)
mengungkap bahwa 22% auditor yang bekerja di LPH belum memenuhi standar kompetensi teknis
yang ditetapkan (Savitri & Putra, 2022). Rendahnya tingkat kompetensi ini dikhawatirkan
berdampak pada validitas hasil audit, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Untuk
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mengatasi hal ini, kebijakan registrasi ulang auditor telah dirancang dan ditargetkan mampu
menurunkan persentase auditor tidak kompeten menjadi kurang dari 5% pada tahun 2025.
Penggunaan teknologi dalam pengawasan sertifikasi halal masih relatif terbatas. Hingga saat ini,
hanya sekitar 34% LPH yang telah mengadopsi sistem digital end-to-end dalam pelacakan bahan
baku produk halal. Inovasi melalui penerapan teknologi blockchain oleh BPJPH, yang dijadwalkan
berlangsung pada tahun 2024, diperkirakan mampu memangkas waktu proses audit hingga 30% dan
mengurangi biaya operasional sebesar 12% (Priantina et al., 2024). Digitalisasi pengawasan ini
menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai sertifikasi
halal, terutama untuk produk yang melibatkan banyak komponen bahan dan rantai pasok global.
Sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan sistem jaminan halal nasional, pemerintah
direkomendasikan untuk merekrut tambahan 200 auditor halal melalui kerja sama dengan politeknik
dan institusi pelatthan berbasis halal. Selain itu, perlu dibentuk satu dashboard nasional yang
terintegrasi dengan sistem Bea Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), agar proses
sertifikasi produk impor dapat dilakukan secara otomatis. Integrasi ini diharapkan mampu
mempercepat distribusi produk halal di pasar sekaligus memperkuat daya saing industri halal
Indonesia dalam skala global.

Perlindungan Konsumen Muslim sebagai Hak Asasi Beragama

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap warga
negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk
memeluk agama dan menjalankan ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas ritual, tetapi juga
mencakup ketersediaan sarana pendukung yang sesuai dengan ajaran agama, termasuk produk halal.
Oleh karena itu, akses terhadap produk halal merupakan turunan langsung dari hak konstitusional
yang dijamin negara kepada umat Muslim (Utami, 2021). Pemenuhan hak ini menjadi tanggung
jawab negara dalam konteks perlindungan kebebasan beragama secara substantif.

Selain sebagai bagian dari hak beragama, label halal juga merupakan bagian dari hak informasi
konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurdin & Sakti, 2024), sebanyak 79% konsumen
menyatakan pernah merasa tertipu ketika label halal pada suatu produk tidak sesuai dengan
kandungan sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan
hukum terhadap pelabelan produk. Padahal, Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Ketidakpastian mengenai kehalalan suatu produk juga menimbulkan dampak psikologis dan spiritual
yang nyata, terutama di kalangan kelompok rentan seperti ibu menyusui dan pasien rawat jalan. Pane
& Yohanan (2023) mencatat bahwa keraguan terhadap kehalalan produk, khususnya obat-obatan
dan kosmetik, menimbulkan kegelisahan lahir dan batin yang menggangeu ketenteraman. Studi
kualitatif mereka mengungkap bahwa 54% ibu menyusui memilih untuk tidak mengonsumsi obat
tertentu karena tidak ada kejelasan status halal, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan diri
dan bayinya. Hal ini memperkuat urgensi transparansi dan kejelasan informasi halal di sektor
kesehatan dan perawatan diri.

Sebagai respons terhadap tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu halal, Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan partisipasi publik melalui aplikasi “Lapor
Halal”. Aplikasi ini memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran
kehalalan produk. Pada tahun 2023, BPJPH menerima 1.847 laporan dari masyarakat; dari jumlah
tersebut, 68% terbukti valid dan 42% berujung pada pencabutan sertifikat halal (Hidayati &
Primadhany, 2021). Data ini menunjukkan efektivitas pelibatan masyarakat dalam pengawasan
produk halal sekaligus pentingnya sistem pengaduan yang responsif.

Untuk memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak konsumen Muslim, pemerintah perlu
memastikan adanya harmonisasi regulasi yang memungkinkan gugatan perwakilan (class action) atas
pelanggaran label halal. Mekanisme ini penting sebagai bentuk perlindungan kolektif ketika
konsumen dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Lebih lanjut, pengadilan juga perlu
mempertimbangkan kompensasi moral atas pelanggaran yang berdampak pada kebebasan beragama,
tidak hanya aspek material semata. Pendekatan ini akan memperkuat posisi konsumen Muslim
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dalam sistem hukum nasional dan menegaskan bahwa perlindungan hak beragama tidak boleh
dikompromikan oleh kelalaian produsen.

Tantangan Implementasi: Faktor UMKM dan Lembaga Pengawas

Tingkat literasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap konsep dan prosedur
sertifikasi halal masih tergolong rendah. Studi Gunawan et al (2021) menunjukkan bahwa 47%
pelaku UMKM belum memahami perbedaan antara label halal swakelola yang tidak memiliki
kekuatan hukum dan sertifikat halal resmi dari BPJPH. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak
pelaku usaha merasa telah memenuhi kewajiban hanya dengan mencantumkan label tanpa proses
verifikasi. Namun, intervensi berupa pelatihan daring intensif selama enam bulan menunjukkan hasil
positif, dengan peningkatan pemahaman hingga 78%. Ini menegaskan pentingnya program edukasi
berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi halal.
Keterbatasan infrastruktur penunjang sertifikasi halal juga menjadi hambatan besar, terutama di
wilayah Indonesia timur. Di Papua, misalnya, hanya terdapat satu laboratorium halal untuk melayani
42 kabupaten. Hal ini menyebabkan biaya logistik untuk mengirimkan sampel produk menjadi
sangat tinggl, yaitu sekitar Rp7 juta per pengiriman (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Kondisi ini
menyulitkan UMKM lokal dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang terjangkau dan efisien.
Ketimpangan distribusi infrastruktur seperti ini perlu mendapat perhatian serius agar upaya
pemerataan jaminan produk halal dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Dari sisi dukungan finansial, program HalaMUDA yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan
UKM sebenarnya dirancang untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal. Namun,
realisasi program ini masih sangat terbatas. Hingga saat ini, HalaMUDA baru mampu menjangkau
12% dari total UMKM yang menjadi target, akibat alokasi anggaran yang hanya sebesar Rp50 miliar,
jauh dari estimasi kebutuhan sebesar Rp2 triliun (Damayanti et al.,, 2023). Kekurangan dana ini
menjadi penghambat utama dalam memperluas cakupan bantuan sertifikasi halal, khususnya bagi
UMKM yang berada di wilayah miskin dan sulit dijangkau oleh layanan pemerintah.

Selain kendala edukasi dan infrastruktur, aspek penegakan hukum juga menunjukkan kelemahan
serius. Sepanjang tahun 2023, terdapat 312 kasus dugaan pelanggaran penggunaan label halal palsu
atau tanpa sertifikat yang tercatat, namun hanya 11 kasus yang diproses melalui jalur pidana.
Kelemahan utama terletak pada kapasitas aparat penegak hukum di daerah, khususnya jaksa, dalam
memahami kompleksitas regulasi dan pembuktian dalam perkara halal (Rusydiana et al., 2023).
Ketidaktegasan ini berpotensi menciptakan celah hukum yang merugikan konsumen sekaligus
menurunkan kredibilitas sistem jaminan halal nasional.

Sebagai langkah strategis, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk menjawab tantangan-
tantangan tersebut. Pemerintah disarankan membentuk Dana Bergulir Halal nasional tanpa bunga
sebagai sumber pembiayaan bagi UMKM, khususnya dalam menanggung biaya sertifikasi dan
pengujian. Di samping itu, perlu penambahan 200 laboratorium halal baru yang dapat berbasis di
universitas-universitas negeri agar distribusi layanan lebih merata. Terakhir, pelatihan khusus bagi
jaksa terkait hukum halal harus menjadi prioritas guna memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak
konsumen Muslim dapat ditindak secara tegas dan profesional.

KESIMPULAN

Ketika tujuan Jaminan Produk Halal (JPH) dirumuskan sebagai pemberian kenyamanan, keamanan,
keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat Muslim sekaligus peningkatan nilai tambah bagi pelaku
usaha, maka kerangka normatif UU JPH 2014 seharusnya menjadi fondasi yang kuat untuk
menjamin ketersediaan produk halal di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun, penelitian hukum normatif yang mengkaji dogmatika, teori, dan filsafat hukum
menunjukkan bahwa rumusan norma masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral, sehingga
menghasilkan fragmentasi kewenangan, inkonsistensi tarif, dan kekosongan regulasi terhadap
produk rekayasa genetika.

Hasil analisis triangulasi pendekatan statute, konseptual, dan historis memperkuat temuan empiris
bahwa implementasi di lapangan masih tertinggal. Dari 1,2 juta UMKM pangan, baru 18 % yang
tersertifikasi karena biaya audit mikro setara 1-3 % omzet bulanan dan infrastruktur laboratorium
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terpusat di Jawa. Auditor nasional hanya 74 orang untuk 1.240 LPH, 312 kasus pelanggaran hanya
11 yang diproses, dan 34 % LPH belum digital. D1 sisi konsumen, 94 % Muslim metropolitan
menilai label halal sebagai faktor utama pembelian, namun 31 % obat OTC mengandung enzim
rekombinan yang tidak tercantum dalam label.

Oleh karena itu, rekomendasi ke depan adalah segera menerbitkan Omnibus Law Halal yang
mengintegrasikan seluruh norma halal, menetapkan BPJPH sebagai otoritas tunggal, dan
memperluas perwakilan ke 3T. Dana Bergulir Halal nasional tanpa bunga, penambahan 200
laboratorium berbasis kampus, pelatihan jaksa khusus halal, serta dashboard nasional yang
terintegrasi dengan BPOM-Bea Cukai menjadi langkah konkret agar tujuan JPH—kepastian spiritual
bagi masyarakat dan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha—dapat tercapai secara berkelanjutan
di tengah transformasi bahan baku dari alami menjadi hasil rekayasa.
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